BAR 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan safah satu sumber dana untuk-membiavai pembangunan yang
bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat o Lestari, 2017). Peran pajak sangat
penting terhadap ekonomii negara pa.dﬂ”iﬂi. Halin di sebabkan kontribusi pajak
sangat herpengan:hpl&upcmhmmn negara Iudum Pengelolasn pajak menjadi
prioritas bagi ml‘mlahlu. dikarenakan pajak menjadi h.'kl:l: satu sumber untuk
mmbu}'ﬁmthWm&]akuknn wmhkuﬁmﬁinhml kepada
masyarskal fentang ori penfing pajak untuk melakukan pengelolaan dan

‘Pajak memiliki beberapa jenis disntaranya Pajak burm dan bangunan perdesaan dan
perkotsan (PBB-P2). Herlina (2020) menyatakon Pajok bumi dan bangunan perdesaan
dan perkotaan (PBB-F2) adalsh pajak yang dibayarkan oleh masyarakiot atas
kepemilikian tanah dan bangunan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paser No. |
Tahun 2013 tentang Pajak bumi dan bangunan perdesam dan. perkotaan (PBB-P2).
Pupkhum dun bangunan perdesaan dan perkotaan {PM}I;HI]} “mli atas bumi
dan mmm?mgdmuﬂlkl dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan
unmkﬂih!:‘?mfhmh?uinﬂﬂﬂcuah kawdmﬂ,j‘lhg.ﬁﬁ.nuhn untuk kegiatan

usaha perkebuna

mwwm Pnjakhwﬁ dan bangunan perdesaan dan
perkotaan (PBB-P2) Mnlﬂh_pan.ymgw_ﬁn,mmkat yang telah memiliki
tanah dan bangunan vang memperoleh manfant dari tonah dan bangunan tersebut
kecuali kegiatan usaka perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Pajak bumi dan
bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) juga termasuk salah satu penerimaan
negura yang memiliki potensi dan memiliki kontribusi jika dibandingkan dengan pajak
lainnya. Hal itu disebabkan karena objek Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan



perkotaan (PBB-P2) meliputi seluruh tanah dan bangunan vang berada di wilayah
Megara Indonesia {Pertiwi et al.. 2017).

Hasil yang diterima dari Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-
P2} menjadi salah satu sumber penerimann daerah. Maka dar itu, pemerintah
memeriukan peningkatan Pajak bumi dan bangun‘an perdesaan dan perkotaan (PBB-
P2) sebagai penerimaan_pemerintah dmh.ﬁ'dﬂl satu cara meningkatkannya yvaitu
melalul sosialisasi pajak kepada wajib pajak (Gusar, 2015). Dengan diadakan nya
sostalisasi kﬁﬁ.{l’ﬂjil‘r_ pajak dilm:phn dapat mendorong dan memberikan
pengetahuan kepada wajib pajak. sn&nlm kepada wajib pajak harus dilakukan
SECHIT [BTUS Menerus amr,'mﬁ priak dapat mnm:].hnﬂ:ulu'apa penting membayar
Pajak bumi dun hﬂngunan}drrﬂesaan dan perkotadn (PBB-P2).

T#lkhdfm dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu
pajak yang termasuk dalam wewenang daerah untuk mengeiulﬂmuhm}l_ﬂbum
dan hangunan perdesaan dan perkotsan (PBB-P2) yang telih dipungut oleh
pemerintahan doersh. Hal ini diperkuat dengan adanya Undung-Undang Nomor 28
tahun 2009 tentang Pajak Ducrah dan Retribusi Daerah, ‘yang mana Pajak bumi dan
bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) menjadi [ﬂﬂjﬂﬂﬂlk&lﬂhpﬂmmnlﬂh
dacrah, maka dari itu Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2)
menjadi Pendapatan Asli Daerab (PAD). Pendapatan Ashi Duerah (PAD) adalah
pendnpnhn }vmg Mﬂl ﬁnm taerah denm mmggah pﬂtﬂn&l sumber

daerah lcrsehul lRILh.m:u: II}I T}.

Berbagai upaya telah mpﬁmﬁ:ﬁhdﬁ'ﬂﬁ'ﬂupalen Paser agar adanya
peningkntan  dalam penerimaan Pajak bumi dan bangunan  perdesaan  dan
perkotaan{PBB-P2), seperti memberikan hadiah kepada wajib pajak dan menghampin
rumah dari wajib pajak. Salah satu slasan mengapa pendapatan Pajak bumi dan
bangunan perdesaan dan perkotasn{PBB-P2) belum maksimal, yaitu sebagian besar
masyarakat di Kabupaten Paser memilih untuk membayar pada akhir batas

[



pembayaran, bahkan melakukan pembayaran setelah jatuh tempo yang ditetapkan dan
dikenakan sanksi administrasi sehesar 2% setiap bulan. Dalam Undang-Undang deerah
kabupaten Paser No | tahun 2013 pasal 14, jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan yaitu 4 bulan sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Taluman (SPPT).
Pada waktu validasi piutang vang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Paser masih ada wajib pajak yang belum membayarkan pajaknya.

Dapat dilihat data penerimaan Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
(PBB-P?) di Kabupaten Paser. seluma 3 tahun ferakhir yaity 2018-2022.

Tabel 1. 1 Penerimann Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan

(PBE-F2) 2019-2023 di K.lhu_l_]ﬂun Paser
Tahun Target Terbayarkan Belum Terbayar | Persentase
2019 | Rp.4.436.00000 |Rp293808621 | Rp. ORI [ 66.23%
2020 | Rp.4.436.00000 |Rp3 46854443 | Rp. 96745557 | 78.18%
2021 | Rp 5406696267 | Rp1605.664,73 [ Rp. 2861297907 | 47.66%
2022 [ Rp. 571994424 [Rp2650.23398 | Rp 306971026 | 4633%
2023 | Rp 6.125.478.93 |Rp308541267 | Rp 214006626 | 65,05%

Sumber . Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser 2024

Berdasarkan tabel di atas dupat dilihat bahwa target penerimaan Pajak bumi dan
bangunan perdesaan dan perkotsan (PBB-P2) Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 5
tahun terakhir mengalami ketidak setabilan don belum mencapai 100%. Jumlah Pajak
yang terbayarkan tidak pernah miencapai target yang felah ditetapkan. Namun, setiap
tahunnya jumiah pajak yang terbayarkan selniu Wkeﬁduk setabilan dart ahun
2019-2022, dan mengalami kenaikan ditahun 2023.

Berikut adalah grafik tren yong membandingkan tarpet dan realisasi peperimaan
pajok PBB-F2 di Kabupaten Paser dari tahun 2019 hingga 2023:
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pajak memaharni tentang pajak seperti apa fungsi pajak, aturan dan Undang-Undang
tentang perpajakan, berapa tarif pajak dan bagaimana cara membayar Pajak bumi dan
bangunan perdesam dan perkotaan (PBB-P2) (Lestari 2017). Dari penjelasan di atas
penulis menyimpulkan Pengetahuan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak



memahami kewajiban dalam membayar pajak. memahami fungsi pajak. mengetahui
tentang Undang-Undang perpajakan dan dapat menerapkannya dengan benar.

Diari penjelasan diatas penulis mengambil kesimpulan, pengetahuan tentang pajak
memiliki peran penting dalam memenuhi kepatuhan wajib pajak. Wajih pajak yang
memahami tentang perpajakan pastinva akan memahami hukum vang mengikat
apabila tidak melakukan pembayaran pﬂk..&bﬁgmu wajib pajak memahami tentang
perpajakan beranggapan bahwa membayar Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan
perkotaan {Pﬂﬂﬁ} ﬁdnk]nh.pﬂm dikarennkan hasil dnn pembayaran wajib pajak
tersebut digunakan untuk melakukan pembangunan dan mengembangkan daerah.
Sadmgkmhmglh pajak yang kurang memahami temngmkun akan melalaikon
tugas mh. dalam memfﬂ'ea:r Pajak bumi dan hnm erdesaan dan perkotaan
(PBB-P2}. Kmngnya pendalaman sosialisasi membuat pmh ﬂnﬂhﬂmﬂn
wajib mkﬁl;.m perpajakan menjadi kurang maksimal. Mengingat banyak wajib
pajak di wilayah Indonesin memiliki tingkat pendidikan yang berbeda beda. Hal ini
‘membust kepatuhan wajib pajak dalsm membayar pajak belum maksimal,

Sﬁlkﬁ-mm kondisi apabila seseorang telah melanggar suatu peraturan yang
telah ditetapkan maka orang tersebut akan mendapatkan hukuman. Sanksi perpajakan
adalah wajib pajak vang telah melanggar peraturan tenljng puq:qik:m wang sudah ada
akan dikenakan imkm. sesuai dengan Und.nng-l}aﬁng yang berlaku (Khoiroh
20171, Menurut (Muslim 2018) sanksi pajak adalaly sebuah hukuman yang diberikan
kepada wajib pajak yang melakukan tindakon menyimpang dari peraturan perpajakan.

Dari beberapa pﬂn_]e.lasa.n dmt.us penulis mengambil kesimpulan, sanksi pajak adalah
sebuah hukuman yang akan diberikan apabila wajib pajak melakukan suatu tindakan
yang menvimpang dari peraturan perpajakan. Sanksi pajak merupakan salah satu faktor
lain yang berpengaruh terhadap kepotuban wajib pajak dalam  melaksanakan
kewajibannya sebagai wajib pajak. Tujuan sanksi pajak i vaito agar wajib pajak tidak
melakukan tindakan menyimpang atau falal dslam melaksankaan kewajibanmya
sebagai wajib pajak. Dengan diberlakukan nya sanksi pajak ada beberapa wapib pajak




yang masih lalai dalam membayar pajak. Kurangnya perhatian pada sanksi pajak ini
membuat wajib pajak melalzikan tugas mereka dalam membayar Pajak bumi dan
bangunan perdesaan dan perkotzan (PBB-P2).

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi wajib pajak vang memiliki pengetahuan
akan patuh terhadap peraturan perpajakan yang sudah berlaku serta berkeinginan untuk
memenuhi kewajiban perpajakanya (Subaryono 2019), Lestari (20017) menvatakan
kesadaran wajib pajak adaluh pernsaan tumbuh dari dalam diri wajib pajak untuk
memenuhi ke'mﬁhu pcrpgﬂ;ndmwmhrelﬂ. tnnpuﬁh.pntsmn

Dari, penjelasan diatas, kesadaran wajib pajak dalam. membayar pajak menjadi
fnmwdupﬂ mnpmhepanm:m wajib p{andlhﬂhlﬂﬂjﬂmkﬂn kewajiban
_ . Kesaduran Wﬂjlb pajak adalah suatu Mﬂ M didalam diri wajib
paj&m msa yang timbul untuk menanti peraturan W dan memenuhi
kewajiban perpajakannya. Pemerintah daerah mengharapkan mdﬂm diri
wajib ﬂlﬁwﬂnk membayar Pajak bumi dan bangunan penl&lamﬂ perkotaan
(PBB- m Kesadaran dalam hal membayar pajok sangat sulit dikendalikan hal ini
disebabkan oleh karena hasil dari pungutan atau pembagaran dari wajib pajak tidak
bisa langsung dirasakan oleh wajib pajak yang membayar pajak tersebut schingga
wajib pajak merasa tidak perlu membayar pajak. . .

Penelitian ini mengacu pads beberapa penelitian, Herlyastuti (2018); Setyowati &
Yushita (2017); Patriandari & Amalia (2022); Esawati & Perera (2017)), Salmah
{2018); Gusar (2015); Ayunda (2015); Wulandari & Wahyudi (2022) yang memiliki
hasil pengetahuan berpengaruh positif dan ngmﬁm terhadop kepamban wajib pajak.
Sedangkan penelitian yangm dﬁh w el al., (2020} memiliki hasil
pengetahuan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Dalam penelitian Prameswari et al., (2021); Gusar (2015); Herlyastuti (2018);
Erawati & Parern (2017} Herlina (2020); Setyowali & Yushita (201 7); Gusar {2015):
Ramadhanti et al., {2020 vang memiliki hasil sanksi berpengaruh positif sipnifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan penelitian yang




dilakukan oleh Ayunda (2015); Patriandari & Amalia (2022), memiliki hasil sanksi
Berpengaruh positif dan tidak signifikan techadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian
yang dilakukan oleh Wulsndan & Wahyudi (2022), memiliki hasil Sanksi Pajak
berpengaruh negative dan sigmifikan.

Penelition luin juga dilakukan oleh Tuwe (2016); Patnandan & Amalia (2022)),
Herl]fastuli I_EUIE]; Erawati & Pa.n:;l ml"ﬂ' Salmah {Eﬂlﬂ]: Herlina 121}2!}};
Pm]nL dan Pen,g;hhm Ferpglkm‘h:hk bwpmgamh Ierhhp!;:pnluhan Wajib Pajak
membayr Pajak burnd dan bangunan perdesaan dan perkataan (PBB-P2), Sedangkan
Penélitian yang dilkukan oleh Wulandari & Wahyudi (2022), memiliki hasil
Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan fidak signifikan tethadap Kepatuhan
“njﬂ}m bumi dan bangunan perdesaan don perkotasn (PBB-P2).

Dari uraian latar belakang diatas peneliti memiliki keinginan untuk melakukan
penelitian mﬂl “Pengaruh Pengetahuun, Sanksi dan Kesadarm Hﬂj'umk.ul
Tn'lmd.ﬂplimhm Wajib Pajuak Dalam Membayar Pajak bumi dan bangunan
m  perke (PBB-P2) Di Kabupaten Paser”. Perbedaan penelitian ini dan
penelitian Hﬁdumnva terletak pada lokasi dan tahun yang digumakan. Lokasi
penelitian ini adalah Kabupaten Paser, Kalimantan Timur dan menggunakan tahun
20238

1.2 aummm
Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalsh penelitian ini sebagai

berikut:

I. Apakzh pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib
pajak dalam membayar Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotann (FBB-
P2y

2. Apaksh sanksi berpengaruh posiiaf dan sigmfikan terhadap kepatuhan wajib pajak
dalam membayar Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2)?



3. Apakah kesadsran masyarakat berpengaruh posinf dan signifiken terhadop
kepatuhian wajib pajak dalam membayar Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan
perkotaan (PBB-P2)7

4. Apaksh pengetahuan, sanksi dan kesodaran masyarakat berpengarub signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak doalam membayar Pajak bumi dan bangunan
perdesaan dan perkotaan (PBB-P2)?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masnlah pth penelitian ini adalah mengkaji pengaruh pengetahuan,
sanksi, dan kesadaran mgw terhadap kepatuhan wajib Eﬂjﬂt ‘dalam membayar
Pajak bumi dan bangunan perdesaan don perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Paser
2024, Tempat yang menjadi penelitian ini adalah Kabupaten Paser dan tabiun penelitian
ini adalih tahun 2024.

H'In]mmﬂ
Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

|." Untuk ‘menmsfi secara empiris pengetahuan berpﬂlglhﬂlpmtlfdm signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak bumi dan bangunan
perdeszan dan perkotaan (PBB-P2},

2. Untuk menguji mmm berpengnmhpuui‘ﬁl’dnn signifikan terhadap
kepatuhan wajb pajak dalam memmbaysr Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan
pﬂrkutﬂﬂit'fF‘B;B#Ff].

3. Untuk menguji secara empiris kesadaran berpengarub positif dan signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak dalom membayvar Pajak bumi dan bangunan
perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

4. Untuk menguji secarn empins pengetahuan, sanksi dan kesadaran masyarakat secam
simultan berpengarub signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar
Pajak bumi dan banguman perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).



1.5 Manfaat Penelitian _
Hasil dari penelitian diharapkan dupat menambah ilmu pengetahuan di bidang
perpajakan dan dibarapkan dapat dikembangkan lagi dan dapat berguna bagi
masyarakat pada umumnya.
1. Hasil dari penelitian ini diharapkan.dépat fieni:
dim pemer | untuk e R
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